
KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI
SATUAN RESERSE NARKOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN BARANG BUKTI

I. PENDAHULUAN.

1. Umum

a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola
dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak
pidana.

b. bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sampai saat
ini masih belum tertib, yang meliputi tata cara penerimaan,
penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan
pemusnahan.

c. agar proses pengelolaaan barang bukti berjalan dengan tertib,
lancar, aman dan terdapat kesamaan bertindak, diperlukan standard
operasional prosedur tentang tata cara pengelolaan barang bukti
dilingkungan Satresnarkoba Polresta Jambi.

2. Dasar

a. Undang-Undang RI. Nomor  8 Tahun 1981 tentang KUHAP

b. Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

c. Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja
pada tingkat Polres/ta.

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 16 April 2010 tentang Tata cara
pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri.



2

3. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi
pedoman bagi para pengemban fungsi pengelolaan barang bukti dan
penyidik/penyidik pegawai negeri sipil, agar terwujudnya keamanan
dan tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam menunjang
kelancaran proses penyidikan di lingkungan Satresnarkoba Polresta
Jambi.

b. Tujuan

Standard Operasional Prosedur ini dengan tujuan agar pengelolaan
barang bukti dapat dilaksanakan secara tertib, aman sesuai dengan
prosedur yang berlaku .

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standard Operasional Prosedur ini dengan tujuan agar
pengelolaan barang bukti dapat dilaksanakan secara tertib, aman sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

5. Tata Urut

BAB I PENDAHULUAN
BAB II SARANA DAN PRASARANA
BAB III PROSEDUR DAN CARA BERTINDAK
BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
BAB V ADMINISTRASI
BAB VI PENUTUP

6. Pengertian

Dalam standard operasional prosedur ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban    masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penyidik adalah Pejabat  Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

3. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya .

5. Penyitaan adalah serangkain tindakan penyidik untuk mengambil
alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

6. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik
untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

7. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan
tau  ditemukan  masyarakat atau  penyidik  karena tersangka  belum
tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

8. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau   proses
penerimaan,  penyimpanan,  pengamanan,  perawatan,  pengeluaran
dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus
penyimpanan barang bukti.

9. Pejabat Pengelola Brang Bukti yang selanjutnya disingkat
PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang
untuk menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan
memusnahkan  benda sitaan dari ruang atau tempat    khusus
penyimpanan barang bukti, dalam SOP ini yang dimaksu PPBB adalah
pejabat dilingkungan Sattahti Polres/ta dan Urtahti Polsek/ta.
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10. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah adalah ruangan atau
tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan  oleh  Kepala Satuan  Kerja  (Kasatker) untuk  menyimpan
benda-benda sitaan  penyidik  berdasarkan sifat dan  jenisnya  yang
dikelola oleh Sattahti Polres/ta dan Urtahti Polsek/ta.

II. SARANA DAN PRASARANA :

Sarana/fasilitas pengelolaan barang bukti :

1. gudang yang dipersiapkan untuk penyimpanan barang bukti;
2. ruangan untuk menyimpan sesuai dengan sifat dan jenis barang bukti;
3. timbngan/alt ukur untuk mengukur berat barang bukti yang dikelola;
4. alat potong/gergajidan sejenisnya;
5. lampu emergensi;
6. alat pemadam kebakaran;
7. alat berat/angkut untuk pemindahan barang bukti;
8. alat ukur suhu udara dalam ruangan;
9. ruang khusus untuk petugas pengamanan/kontrol barbuk;
10. audio visual CCTV/TV monitor;
11. alarm;

III. PROSEDUR DAN CARA BERTINDAK :

1. Prosedur penerimaan dan penerimaan barang bukti :

a. Prosedur
Prosedur penerimaan dan penyerahan barang bukti oleh penyidik pada
semua tingkatan kepada pengelola barang bukti ( Sattahti Polresta dan
Ba Barbuk ) disertai pengantar ( surat/Nota Dinas/berita acara ).

b. Cara bertindak :

1).   Ba barbuk Satresnarkoba Polresta Jambi segera meneliti Surat
Perintah Penyitaan dan berita acara penyerahan barbuk yang
dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barbuk;

2). Ba barbuk Satresnarkoba Polresta Jambi bersama petugas yang
menyerahkan melakukan pengecekan dan mencocokkan jumlah
dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara
Penyerahan Barang Bukti ( SOP : 02 BB ), apabila terdapat tidak
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kecocokan agar dikoordinasikan kembali kepada yang
menyerahkan, setelah dinyatakan cocok sesuai dengan Berita
Acara Penyerahan maka penerima dan yang menyerahkan
menanda tangani Beriata Acara Penerimaan Barang Bukti ( SOP :
01 BB );

3). Maksud  memeriksa dan meneliti  jenis baik berdasarkan sifat,
wujud, dan/atau kualitas/kuantitas barang bukti yang akan
diterima adalah untuk menentukan tempat penyimpanan yang
sesuai :

(a) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti
sebagaimana dimaksud, secara kuantitas dan atau kualitas
tidak memungkinkan disimpan/dipindahkan dan memerlukan
biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya dapat
ditempatkan pada asal barang bukti disita.

(b) Dalam hal satuan kerja Ba Barbuk Satresnarkoba Polresta
Jambi  belum tersedia tempat  penyimpanan barang bukti
sesuai dengan sifat dan jenis barang bukti/barang bukti
pengganti, dapat dititipkan penyimpanannya di Rupbasan atau
tempat lain sesuai dengan ketentuan.

(c) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti
sebagaimana dimaksud, secara kualitas lekas rusak dan tidak
tahan lama, dapat dilelang sesuai ketentuan dalam Hukum
Acara Pidana.

(d) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti
sebagaimana dimaksud bersifat terlarang, dapat dimusnahkan
sesuai ketentuan dalam Undang-undang tentang Narkotika.

(e) Ketentuan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita
Acara Penyimpanan dan ditanda tangani pihak-pihak terkait (
SOP : 03 BB ).

4). Ba Barbuk Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan tindakan
memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud
dan/atau kualitas/kuantitas barang bukti yang akan diterima guna
menentukan tempat penyimpanan yang sesuai, dapat meminta
pendapat ahli untuk  melakukan pemeriksaan dan penelitian
barang bukti.
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5). Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli
sebagaiman dimaksud, harus dibuatkan berita acara yang ditanda
tangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh petugas
yang melaksanakan pemeriksaan dan penelitian dari Sattahti
Polresta Jambi serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan
Penelitian ( SOP : 05 BB ).

6). Baurtahti Satresnarkoba Polresta Jambi mencatat barang bukti
yang diterima dari penyidik ke dalam buku register daftar barang
bukti ( dalam proses penyidikan ) pada buku register penerimaan
barang bukti ( SOP : 16 BB ) dan barang bukti temuan pada
buku register B-14, dan menandatangani berita acara penyerahan
barang bukti oleh petugas yang menyerahkan dan dari Ba Barbuk
yang menerima penyerahan, serta disaksikan  oleh petugas
lainnya ( SOP : 02 BB ).

7). Ba Barbuk melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai
bahan dokumentasi.

8). Ba Barbuk mencatat dan mencoret dari buku register barang bukti
( SOP : 16 BB dan SOP : 17 BB) yang sudah dimusnahkan
atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

9). Ba Barbuk dalam melakukan tindakan memeriksa dan meneliti
jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas/kuantitas
barang bukti yang akan diterima adalah guna menentukan
tempat penyimpanan yang sesuai, dimaksud paling lama 2 ( dua )
hari harus sudah selesai dilakukan.

2. Prosedur pengamanan dan perawatan :

a. Prosedur pengamanan dan perawatan barang bukti :
Sesuai dengan tugas pokok masing-masing Ba Barbuk selaku
penanggung jawab Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh
terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas
maupun kualitasnya.

b. Cara bertindak :
Tanggung jawab sebagaiman dimaksud diatas sesuai dengan bidng
tugasnya masing-masing yaitu Ba Barbuk dilaksanakan dalam bentuk :

1).   Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling
lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan
di tempat  penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau
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tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti
( SOP : 19 BB ).

2). Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya,
berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan.

3).   Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpat tidak
terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran.

4).   Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas untuk menjaga,
memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan.

5).   Mencatat dan melaporkan kepad penyidik dan/atau atasan
penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan  penyusutan
serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang
disimpan.

3. Pengeluaran dan pemusnahan barang bukti :

a. Prosedur pengeluaran barang bukti :
Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik
harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang
menyita dan diketahui oleh atasan penyidik..

b. Cara bertindak :

1). Terhadap pengeluaran barang bukti dipinjam pakai oleh pemilik
atau yang berhak, maka Ba Barbuk selaku pengelola barang bukti
harus :

(a) Memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang
bukti diajukan oleh penyidik yang diketahui oleh atasan
penyidik.

(b) Membuat berita acara pengeluaran barang bukti (SOP : 04
BB).

(c) Mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi
atau register yang tersedia (SOP : 18 BB).

(d) Menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali
barang  bukti  yang telah dipinjam  dan diserahkan oleh
penyidik.

2). Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa
Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan
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surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan
diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P-21 dari
Jaksa Penuntut Umum.

3). Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau
dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus
berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian
barang bukti dari atasan penyidik, pelaksanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud, Ba barbuk selaku pengelola barang bukti
harus melakukan tindakan :

(a) Memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat
penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

(b) Membuat berita acara serah terima yang tembusannya
disampaikan kepada atasan penyidik (SOP : 04 BB).

(c) Mencatat  dan mencoret  barang bukti tersebut  dari daftar
yang tersedia (SOP : 16 BB, SOP : 17 BB, SOP : 18 BB, SOP :
23 BB).

4).   Dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya
penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan
disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti
untuk dijual lelang berdasarkan surat perintah atau penetapan
yang dieluarkan oleh atasan penyidik, terhadap pelaksanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud, Ba Barbuk selaku pengelola
barang bukti harus melakukan tindakan sebagai berikut :

(a) Memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan
penjualan lelang terhadap barng bukti tersebut.

(b) Membuat berita acara pengeluaran (SOP  : 04 BB) untuk
dilelang yang tembusannya disampaikan kepada atasan
penyidik dan tersangka.

(c) Mencatat dan mencoret barang bukti tersebut daari daftar
yang tersedia setelah dilakukan lelang (SOP : 16 BB, SOP : 17
BB, SOP : 18 BB, SOP : 23 BB).

5). Hasil pelaksanaan lelang  yang  berupa uang,  dipakai sebagai
barang bukti dan disimpan di Bank oleh Ba Barbuk sesuai dengan
prosedur/ketentuan serta dicatat dalam buku register yang
tersedia, sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana
dimaksud sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk
keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register yang
tersedia (SOP B : 16 BB, SOP : 17 BB, SOP : 18 BB, SOP : 23 BB).
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6). Pengeluaran barang narkotika, dan obat-obatan terlarang untuk
dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari
Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan
surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik.
Surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik sebagaimana
dimaksaud, dikeluarkan oleh :

(a) Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi.
(b) Kapolresta Jambi.

7). Terhadap pelaksanaan pengeluaran barang bukti berupa
narkotika, dan oba-obatan terlarang tersebut diatas, para
pengemban fungsi pengelola barang bukti di Satresnarkoba
Polresta Jambi harus melakukan tindakan sebagai berikut :

(a) Memeriksa   dan meneliti surat perintah dan penetapan
pemusnahan barang bukti.

(b) Ikut menanda tangani berita acara pemusnahan yang dibuat
oleh penyidik tembusannya disampaikan kepada atasan
penyidik dan tersangka (SOP :06 BB).

(c) Mencatat  dan mencoret  barang bukti tersebut  dari daftar
yang tersedia.

(d) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang         bukti
sebagaimana dimaksud, wajib disisihkan untuk keperluan
pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam
buku register yang tersedia.

8). Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register
di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan
kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena
bencana alam, Ba Barbuk melakukan koordianasi kepada penyidik
yang menangani perkara dalam rangka proses lebih lanjut.

IV. PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI :

1. Pengawasan secara umum :

a. Prosedur

Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud, mulai tingkat
Polresta dilakukan secara rutin oleh Kasattahti  Polresta Jambi dan
fungsi pengawasan lainnya.
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b. Cara bertindak :

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan :

1). Memeriksa administrasi dan  buku  register daftar barang bukti
(SOP : 19 BB).

2). Memeriksa kondisi tempat penyimpanan, dan
3). Memeriksa kondisi fisik barang bukti.
4). Supervisi
5). Wasrik

2. Pengawasan secara khusus :

a. Prosedur

Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud, dilakukan apabila
terdapat kejadian yang bersifat khusus, antara lain :

1). Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
2). Penyalahgunaan barang bukti;
3). Hilangnya barang bukti;
4). Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang

atau rusak;

b. Cara bertindak :

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan khusus terhadap barang
bukti perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur :

1). Sie was Polresta Jambi;
2). Sattahti Polresta Jambi;
3). Sie propam Polresta Jambi;
4). Intelkam Polreta Jambi;

3. Penanggung jawab :

a.   Kapolresta Jambi;
b. Kasattahti Polresta Jambi;
c. Kasi Was Polresta Jambi;
d. Kasi Propam Polresta Jambi;

V. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN :



1. Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk  berita acara,
buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SOP ini.

2. Pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik oleh Ba Barbuk
Satresnarkoba Polresta Jambi (mingguan,  bulanan dan tahunan) ke Sattahti
Polresta Jambi.

3. Sistim pelaporan :

a.   Laporan mingguan b.
Laporan bulanan
c. Laporan semester/tahunan
d. Laporan insidentil sesuai dengan ketentuan

4. Kebutuhan anggaran, sarana prasarana, ATK dan kebutuhan lainnya
menggunakan DIPA pada Satresnarkoba Polresta Jambi.

VI. PENUTUP :

Demikian Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dipedomani oleh Bintara
Barang Bukti pengemban fungsi pengelola barang bukti dan penyidik dilingkungan
Satresnarkoba Polresta Jambi, agar pengelolaan barang  bukti dapat dilakukan
secara proporsional, legalitas, transaparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Bangko, Oktober      2020
KASAT RESNARKOBA POLRES MERANGIN

ISMAIL, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 6509063
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